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PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK

a.

-

BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 35TAHUN 2011

TENTANG )

PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa berdasarkan pasal 2,34 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir} Selatan
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah| dirubah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatap Nomor
9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir| Selatan
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebuah Pemerintahan Nagari yang

memenuhi ketentuan dan syarat dapat dilakukan pembentukan Pemerintahan

Nagari

baru atau pemekaran atas aspirasi dan prakarsa masyarakat Nagari yang bersangkutan

berdasarkan musyawarah dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan

secara

lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelayanan pemerintahan | kepada

masyarakat,
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, serta setelah mempelaja#ﬁ

secara

seksama usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari Koto Berapék untuk
pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Baru Koto Berapak sesuai aturan yang|beriaku,

maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah [Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran| Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drf.
1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,

Tahun

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Periindang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Ldinbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara

Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang{ndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik InHonesia

Normor 4587 );

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinagn dan
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

2
3
4

g

Pengav{asan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara |[Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Ihdonesia

Nomor 4593 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemgrintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan| Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4737 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pem%:ntukan.

Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurghan;

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokdk-Pokok
Pemerintahan Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 | tentang
Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah sebagaimana telah dirubahi dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007| tentang
Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
UBANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI K
KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR

SELATAN.

BAB | [
KETENTUAN UMUM ‘
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumateta Barat

| yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, ber|WQnang

|

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. |
n oleh

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang yang dilaksanak
Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya.
Kampung adalah wilayah administrasi Pemerintahan Nagari yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan

Nagari. |

Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diiuar wilayah

Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah
|

ada.
Pemekaran Pemerintahan Nagari adalah tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari dari

Pemerintahan Nagari awal menjadi 2(dua) atau lebih Pemerintahan Nagari baru.

t
1 (satu)

10. Pembentukan Kampung adalah tindakan memekarkan Kampung yang sudah ada menjadi 2 (dua) ataulebih.
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